KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR : 601/PP.07-Kpt/16/Sek-Kab/IX/2019

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUARA ENIM

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM,

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 27
ayat (3) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara
Enim tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

bahwa untuk meléksanakan surat Ketua Komisi Pemilihan
Umum  Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-
SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019 perihal
Penetapan Operator PPID;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Muara Enim;

j di h. kpu. go.i1d/sunsel/



Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1848);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5071);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran
Negara Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5898;)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
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Menperhatikan :

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008

10.

11.

12.

13.

1.

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemillhan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 22 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Standar Layanan Informasi Publik;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang
Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Nomor 320 Tahun 2019);
dan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2020;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional
Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; dan

Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/X1/2019 tanggal 25
September 2019 perihal Penetapan Operator PPID.
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PENETAPAN
OPERATOR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID).

Menetapkan 1 (satu) orang Operator Pejabat Pengelola

Informasi dari Dokumentasi (PPID) :

Nama ¢ Yulia Syaputri, S.IP

NIP : 19870705 201001 2 015

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I1/ IIL.b

Jabatan : Fungsional Umum Subbag Teknis dan
Hupmas.

Menetapkan tugas Operator PPID sebagaimana DIKTUM

KESATU sebagai berikut :

1. Melakukan pengisian menu-menu yang berada dilaman
masing-masing PPID Online;

2. Updating lama beranda masing-masing PPID Online
(disesuaikan dengan masing-masing satker);

3. Pengecekan jumlah permohonan Informasi dan keberatan

yang diajukan melalui PPID Online;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS KDMISI PEMILIHAN UMUM
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